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ABSTRAK

Pelaksanaan Penyusunan Anggaran (Budgeting) Pada Biro Umum
Badan Pemeriksa Keuangan RI
"Haris Triyono, R.N. Afsdy Saksono, *Ridwan Rajab
Haris3yono@gmail.com
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penyebab Pelaksanaan Penyusunan
Anggaran pada Biro Umum BPK RI yang masih belum berjalan dengan baik serta
menentukan model Pelaksanaan Penyusunan Anggaran yang tepat sebagai strategi
memperbaiki Pelaksanaan Penyusunan Anggaran. Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data
wawancara mendalam dan telaahan dokumen dengan informan kunci sebanyak enam
orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi permasalahan pada faktor prosedur,
sumber daya, komitmen dan komunikasi pada tahapan penyusunan anggaran meliputi
Tahap Pra Penyusunan RKA, Tahap penyusunan RKA Berdasarkan Pagu Anggaran
dan Tahap Penelitian dan Reviu RKA. Rekomendasi dari penelitian ini adalah Biro
Umum segera melakukan evalusasi atas pelaksanaan penyusunan anggaran pada faktor
prosedur dengan menyusun kegiatan dengan membuat skala prioritas kebutuhan,
membuat cheklist kelengkapan dokumen serta reviu dokumen KAK dan RAB.
Kemudian pada faktor sumber daya dengan penambahan jumlah personil penyusun
anggaran dengan melibatkan Kepala Biro Umum, Pengelola PBJ, Pengelola BMN,
Pemeliharaan Gedung, Kendaraan dan BMN, Manager Inisiatif Strategis dan Pejabat
Penghubung Perencanaan dan Penganggaran. Selanjutnya pada faktor komitmen agar
pelaksanaan penyusunan anggaran Biro Umum perlu dimasukkan ke dalam Sasaran
Kerja Pegawai dan pada faktor komunikasi agar dilaksanakan Focus Group Discussion
empat pihak secara rutin.

Kata Kunci: Anggaran; Penganggaran; Rencana Anggaran
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ABSTRACT

Implementation of Budget Preparation at the General Bureau of the Audit
Board of the Republic of Indonesia
"Haris Triyono, R.N. Afsdy Saksono, *Ridwan Rajab
Haris3yono@gmail.com
Audit Board of the Republic of Indonesia

This research aims to determine the causes of the Implementation of Budget
Preparation at the General Bureau of BPK RI which is still not running well and
determine the appropriate model for Implementation of Budget Preparation as a
strategy to improve the Implementation of Budget Preparation. The research method
used in this research is qualitative using in-depth interview data collection techniques
and document review with six key informants. The research results show that there are
problems with procedural factors, resources, commitment and communication at the
budget preparation stages including the Pre-RK A Preparation Stage, RKA Preparation
Stage Based on the Budget Ceiling and the RKA Research and Review Stage. The
recommendation from this research is that the General Bureau immediately evaluates
the implementation of budget preparation based on procedural factors by carrying out
activities by creating a priority scale of needs, creating a document completeness
checklist and reviewing TOR and RAB documents. Then on the resource factor by
increasing the number of budget preparation personnel by involving the Head of the
General Bureau, PBJ Manager, BMN Manager, Building, Vehicle and BMN
Maintenance, Strategic Initiatives Manager and Planning and Budget Liaison.
Furthermore, regarding the commitment factor, the implementation of the General
Bureau budget preparation needs to be included in the Employee Work Targets and
communication factors, so that four-party Focus Group Discussions (FGD) are carried
out periodically.

Keywords: budget; budgeting; budget plan
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BAB I
PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Paradigma manajemen keuangan pemerintahan saat ini menekankan bahwa
kegiatan pemerintah harus berorientasi pada kinerja (hasil), bukan pada biaya. Hasil
yang diperoleh tersebut harus terukur, serta menunjang pencapaian visi dan misi
sesuai dengan fungsi pemerintahan masing-masing kementerian/ lembaga/ satuan
kerja perangkat daerah. Untuk melaksanakan hak dan kewajiban serta pelaksanaan
tugas yang diberikan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang
matang guna mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Rencana-rencana tersebut
disusun secara seksama yang akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah
pelaksanaan tugas negara. Oleh karena itu, rencana program dan kegiatan
pemerintah yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang
perlu dibuat dan dituangkan dalam bentuk anggaran.

Mengingat besarnya manfaat anggaran bagi suatu organisasi, maka anggaran
harus disusun secara baik. Penyusunan anggaran yang baik harus mempunyai
karakteristik sebagai berikut: (1) partisipasi dalam penyusunan anggaran, (2)
kejelasan sasaran anggaran, (3) umpan balik anggaran, evaluasi anggaran dan (4)
tingkat kesulitan anggaran. Untuk dapat merancang anggaran pemerintah seperti
tersebut di atas, diperlukan sistem anggaran yang memadai.

Penyusunan anggaran sebagai suatu rencana tahunan Pemerintah merupakan
aktualisasi pelaksanaan rencana jangka menengah maupun jangka panjang. Untuk
melaksanakan proses penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran, Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah menyusun Rencana Kerja
Tahunan (RKT) dengan tujuan untuk memberikan arah bagi BPK dalam bentuk
kebijakan umum dan operasional atas pemeriksaan serta kegiatan kesetjenan dan
penunjang. Penyusunan RKT tersebut dimaksudkan agar seluruh sumber daya yang
dimiliki BPK dapat diberdayakan dan disinergikan secara optimal dalam rangka

pencapaian visi dan misi BPK. Kebijakan umum dan operasional disusun terutama



didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) BPK, arahan Badan, Forum Eselon I
serta hasil pembahasan Rapat Kerja dan Rapat Koordinasi Pelaksana BPK.

Berdasarkan siklus perencanaan tahunan BPK, Dokumen RKT BPK
memegang peranan penting serta menjadi dasar acuan bagi seluruh satker di
lingkungan BPK dalam menyusun Prognosa. Prognosa yang di dalamnya memuat
perencanaan kegiatan yang akan dilakukan, keluaran (output) yang akan dihasilkan,
serta perhitungan anggaran yang dibutuhkan akan menjadi sumber utama dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPK.

Kebijakan Operasional Setjen dan Penunjang mengacu pada pelaksanaan
program penggangaran berbasis kinerja yang penyusunannya mengedepankan
proses bottom-up. Proses ini pada gilirannya akan menyediakan ruang yang lebih
luas bagi satuan kerja di lingkungan BPK untuk mengelola atau merelokasi sumber
daya guna mencapai produktivitas anggaran yang lebih tinggi.

Dalam pelaksanaannya Kebijakan Operasional dan Penunjang yang menjadi
tanggung jawab BPK dibagi dalam dua Program Teknis (PT) dan tiga Program
Generik (PG) yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan berdasarkan isu strategis.
Kebijakan Umum Kesetjenan dan Penunjang memuat usulan arah dan tujuan
pelaksanaan kegiatan di lingkungan satker kesetjenan dan Penunjang. Kebijakan
perencanaan Kesetjenan dan Penunjang terutama diarahkan untuk melaksanakan
seluruh inisiatif strategis sebagaimana telah dituangkan di dalam Rencana
Implementasi Renstra (RIR) BPK dalam rangka mendukung pencapaian visi dan
misi serta penyempurnaan pelaksanaan reformasi birokrasi di BPK.

Biro Umum BPK RI merupakan satuan kerja di lingkungan Kesetjenan BPK
yang memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan
proses kerja utama BPK melalui peningkatan dukungan pelaksanaan tugas pokok
BPK. Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi tersebut Biro Umum memiliki
pegawai sebanyak 449 orang yang dikepalai oleh Kepala Biro Umum dengan 5
orang Kepala Bagian setingkat Pejabat Struktural Eselon III, 15 orang Kepala
Subbagian setingkat Pejabat Struktural Eselon IV, dan 11 orang pejabat fungsional

Arsip Aris, 8 orang administrasi pengarsipan, 8 orang pejabat fungsional pengelola



pengadaan barang/jasa, 7 orang administrasi pengadaan, 63 supir, 10 resepsionis,
175 satuan pegamanan, 5 orang operator CCTV, 10 orang petugas pengelola
transportasi dan pengamanan, 22 orang penyiapan sarana dan prasarana, 23 orang
teknisi gedung dan pemeliharaan, 11 orang teknisi kendaraan dan barang inventaris,
11 orang petugas penyimpan dan pendistribusian BMN, 14 orang petugas yang
mengurus pembuatan visa dan passport, 11 orang pengelola BMN, 8 orang analis
kebutuhan, penggunaan dan penghapusan barang dan 26 orang sekretaris eselon I
Sekretariat Jenderal, Staf Ahli, Kepala Ditama Binbangkum, Kepala Ditama
Revbang, dan Inspektur Utama. Untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan
tersebut Biro Umum menyusun Renstra Biro Umum Periode Tahun 2020-2024
yang berpedoman pada Renstra BPK 2020-2024 dan Renstra Sekretariat Jenderal
2020-2024 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) untuk memudahkan dalam penyusunan arah kebijakan
pemeriksaan dan tata kelola organisasi selama lima tahun ke depan dengan
menyelaraskan agenda pembangunan nasional dan merespon dampak bencana
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Renstra Biro Umum menjabarkan rancangan atas rencana kerja lima tahunan
Biro Umum dalam rangka mendorong BPK mencapai visi, misi, tujuan, sasaran
strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan. Alur pikir pengembangan
renstra memperhatikan: (1) landasan berpikir yang mendeskripsikan tujuan negara,
mandat BPK, pemangku kepentingan dan layanan publik, pengendalian mutu,
program reformasi birokrasi, dan peraturan perundang-undangan; (2) kondisi-
kondisi saat ini yang meliputi evaluasi Renstra Biro Umum sebelumnya, isu-isu
strategis, kebutuhan smart dan eco-office, dan kantor peduli lingkungan; (3)
lingkungan strategis BPK yakni kondisi lingkungan, termasuk dampak bencana
nasional dan global pandemi COVID-19, dan keberadaan BPK sebagai organisasi
nasional dan internasional; serta (4) pertimbangan atas kondisi yang ingin dicapai
pada akhir periode Renstra BPK 2020-2024 antara lain:

1. Terpeliharanya aset bangunan sesuai dengan fungsinya;



2. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana (ruang kerja) sesuai kebutuhan
melalui penerapan smart office (melalui model desk sharing) dan eco-office;

3. Terpenuhinya kebutuhan mes pegawai untuk beberapa satker yang
diprioritaskan;

4. Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja yang aman, nyaman, dan efisien.

Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah
Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan
Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai
Tujuan Negara. Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menyusun 3 (tiga) misi
yakni (1) memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk
memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) mendorong
pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3)
melaksanakan tata Kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar

menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan
meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Untuk
mencapai tujuan tersebut, Sekretariat Jenderal menetapkan tujuan mengoptimalkan
Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan. Tujuan
Sekretariat Jenderal tersebut merupakan bentuk dorongan Sekretariat Jenderal
dalam pencapaian tujuan BPK. Biro Umum sesuai dengan tugas dan fungsi yang
diamanatkan mendukung tujuan tersebut dengan menetapkan Tujuan pada Biro
Umum. Adapun tujuan Biro Umum adalah terwujudnya smart dan eco-office.
Tujuan tersebut membawa semangat bahwa dengan mewujudkan smart office dan
eco-office akan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan
pemangku kepentingan. Terwujudnya smart dan eco-office secara tidak langsung
akan mendukung ketercapaian Visi BPK. Untuk mewujudkan hal tersebut
diperlukan anggaran yang memadai serta dalam penggangarannya dilakukan secara
cermat dan saksama melalui identifikasi seluruh rencana kegiatan, menyusun

analisis prioritas kegiatan dengan mempertimbangkan antara lain anggaran yang



tersedia, ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana,

waktu pelaksanaan, dan faktor-faktor lainnya.

Penyusunan anggaran belanja BPK didesain untuk meningkatkan efektivitas
dan efesiensi serta produktif, untuk menggapai hal tersebut BPK memadukan
pendekatan zero-based budgeting (ZBB) dan performance-based budgeting (PBB)
dalam perencanaan anggaran. Pendekatan ZBB digunakan untuk menghitung
kebutuhan anggaran dasar BPK untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan pendekatan PBB diperlukan untuk
menghitung kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai target kinerja
(yang tercermin dalam keluaran/output dan hasil/outcome) dalam program dan
kegiatan setiap tahun. Hasil akhir dari penggunaan kedua pendekatan ini adalah
kebutuhan total pendanaan BPK setiap tahun untuk melaksanakan program dan
kegiatannya. Dengan demikian ZBB mendukung pendekatan PBB atau
penganggaran berbasis kinerja sebagai landasan konseptual dalam proses
perencanaan dan penganggaran. Selain itu, regulasi saat ini mensyaratkan bahwa
dalam pengalokasian anggaran juga mengedepankan kaidah penganggaran berbasis
program (money follow program). Dalam kaidah ini, alokasi anggaran akan
diutamakan untuk pembiayaan program yang dinilai prioritas. Selanjutnya, praktik
perencanaan dan penganggaran di BPK juga mengedepankan aspek fleksibilitas
pengelolaan perencanaan dan anggaran. Hal ini dilakukan dengan tetap memegang
prinsip akuntabilitas (let the managers manage). Sesuai dengan komitmen BPK
dalam melaksanakan salah satu misinya yaitu melaksanakan tata kelola organisasi
yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya,
maka secara bertahap BPK juga menerapkan spending review (reviu belanja),
evidence-based budgeting dan risk-based budgeting (penganggaran berbasis risiko)
dalam proses perencanaan dan penganggaran. Bentuk salah satu kebijakan dalam
penyusunan anggaran BPK melakukan penajaman belanja barang terutama belanja
barang nonoperasional antara lain melalui penghematan belanja honorarium,
perjalanan dinas, dan konsinyasi/ pertemuan di luar kantor dan pembatasan rapat di

dalam kantor. Namun pada kenyataanya penganggaran Biro Umum BPK RI masih



terdapat masalah dimana untuk porsi belanja perjalanan dinas dan belanja rapat di
dalam kantor dapat dikatakan berlebih hal itu tentunya bertentangan dengan
kebijakan BPK yang seharusnya anggaran tersebut dapat digunakan untuk kegiatan
yang lebih prioritas untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis dan Inisiatif

Strategis yang secara kebutuhan cukup besar.

Gambar 1. 1 Pagu Indikatif Anggaran Biro Umum TA 2023

Alokasi Anggaran per Satker Berdasarkan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023 Lampiran ND Sekjen No.5346 /ND/x/05/2022
Tanggal 10 Mei 2022

(ribu rupiah)

Belanja Operasional Belanja Nonoperasional
No | Kode Satker/Program/Kegiatan Jumlah
Belanja Pegawai | BelanjaBarang | BelanjaBarang | Belanja Modal

7 Biro Umum - 88.500.002 8.158.785 35.929.500 132.588.287

WA |Program Dukungan Manajemen - 88.500.002 8.158.785 35.929.500 132.588.287

6832 |Pelayanan Dukungan Pemeriksaan Keuangan Negara - 88.500.002 8.158.785 35.929.500 132.588.287

Penjelasan:

1. Anggaran pelaksanaan Inisiatif Strategis:

6.3 Smart and Eco-Ofice sebesar Rp24.929.500.000,00 ¢ Pagu Indikatif Inisiatif Strategis

2. Kenaikan alokasi belanja barang operasional digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja barang nonoperasional, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran 11,10 Panduan Perencanaan dan Penganggaran BPK TA 2023

3, Target PNBP Rp437.063.000

Sumber: ND Sekjen BPK RI No.545/ND/05/2022

Gambar 1.1 merupakan lampiran nota dinas alokasi anggaran Biro Umum
berdasarkan pagu indikatif Tahun Anggaran 2023 dengan total belanja sebesar
Rp132.588.287.000,00 yang terdiri dari Rp88.500.002.000,00 belanja operasional
barang dan Rp8.158.785.000,00 belanja non operasional barang dan
Rp35.929.500.000,00 belanja non operasional modal dimana dari anggaran tersebut
digunakan untuk pemenuhan pelaksanaan Inisiatif Strategis Biro Umum 6.3 Smart

and Eco-Office sebesar Rp24.929.500.000,00.



Tabel 1. 1 Alokasi Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Bahan Biro Umum TA

2023
Jenis Belanja Jumlah
524111 Belanja Perjalanan Biasa Rp1.043.341.800
524113 Belanja Perjalananan dinas Dalam Kota Rp9.291.750.000
524119 Belanja Perjalanan Dinas paket Meeting Luar Kota Rp169.084.000
521211 Belanja Bahan Rp6.672.812.000
Total Rp17.176.987.800

Sumber: Petunjuk Operasional Kegiatan Biro Umum 2023

Tabel 1.1 merupakan alokasi belanja perjalanan dinas baik untuk pejalanan dinas
luar kota maupun dalam kota serta belanja bahan yang digunakan untuk jamuan
makan rapat dan percetakan dokumen yang akan digunakan selama tahun 2023
dimana belanja tersebut dialokasikan Biro Umum dalam menunjang pelaksanaan

tugas dan fungsi Biro Umum.
Gambar 1. 2 Rencana Inistaif Strategis Biro Umum Tahun 2023

”\q\‘, rrIS/VI/\ RENCANA STRATEGIS

- 6.3.4 Pengembangan 60.489.526.000
smart dan eco-office
dalam rangka efisiensi,
konservasi,sirkulasi,
kualitas dan
kenyamanan kerja, dan
manajemen lingkungan

c Penyediaan sarpras H 60.489.526.000
dalam rangka efisiensi,

konservasi,sirkulasi,

kualitas dan

kenyamanan kerja,

dan manajemen

lingkungan

Sumber: https.//prisma-renstra.bpk.go.id

Gambar 1.2 merupakan jumlah kebutuhan anggaran Biro Umum pada Tahun 2023
yang direncanakan sebesar Rp64.489.526.000,00 dalam rangka untuk penyediaan

sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan Inisitaif Strategis Biro



Umum. Selanjutnya dari data pada Gambar 1.1 dan tabel 1.1 dari jumlah pagu
indikatif anggaran belanja sebesar Rp132.588.287.000 dialokasikan untuk kegiatan
belanja perjalanan dinas dan belanja bahan sebesar Rp17.176.987.800 atau sebesar
12,96% dari total keseluruhan belanja dan dari Gambar 1.1 dan gambar 1.2 dapat
dilihat perbandingan antara pagu indikatif kegiatan Inisiatif Strategis sebesar
Rp24.929.500.000 dengan kebutuhan anggaran belanja pemenuhan kegiatan
Inisiatif Strategis Biro Umum sebesar Rp60.489.526.000 belum cukup untuk
membiayai kegiatan tersebut. Tidak hanya pembiayaan terakit pemenuhan kegiatan
inisiatif strategis, Biro Umum juga menganggarkan kegiatan non-strategis berupa
pengadaan kendaraan jabatan, namun pada pelaksanaan anggaran tersebut belum
dapat digunakan dikarenakan masih terblokir karena Biro Umum belum
melampirkan risalah lelang kendaraan sebagai usulan pengganti kendaraan yang
baru karena secara ketentuan dari Kementerian Keuangan untuk belanja kendaraan
jabatan ini mengacu ke pengaturan PMK nomor 172 tahun 2020 tentang Standar
Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara dimana mengatur jumlah dan

spesifikasi kendaraan untuk para pejabat negara.

Gambar 1. 3 Blokir Pengadaan Kendaraaan Bermotor Biro Umum Tahun 2023

051 Pengadaan Kendaraan Bermotor 3,432,440000 [ U

A Pengadaan Kendaraan Bermotor Biro Umum 3,432,440,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3,432,440,000f 2 RM

(KPPN.182-Jakarta VII )
- Kendaraan Jabatan Eselon | 3.0 Unit 735,340,000 2,206,020,000 B
- Kendaraan Jabatan Eselon II 2.0 Unit 613,210,000 1,226,420,000( L:

Sumber: Petujuk Operasional Biro Umum Biro Umum BPK RI Tahun 2023

Dari gambar 1.3 dapat dilihat Pengadaan Kendaraan Jabatan Eselon I dan Eselon II
pada Biro Umum Biro Umum BPK RI dilakukan pemblokiran ditunjukan dengan
adanya tanda bintang pada ujung kolom Petunjuk Oprasional Kegiatan. Tak hanya
itu Biro Umum juga masih ditemukan penganggaran berupa belanja bahan untuk
kegiatan rapat pimpinan. Bila kegiatan tersebut dikaitkan dengan tugas Biro Umum
sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan



Pemeriksa Keuangan yaitu melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana, serta
pelayanan umum di lingkungan BPK sedangkan tugas dari Biro Sekretariat
Pimpinan yaitu menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan pimpinan, memberikan
layanan persidangan dan keprotokolan, dan menyediakan informasi yang
dibutuhkan Ketua BPK, Wakil Ketua BPK, dan Anggota BPK serta menyampaikan
informasi mengenai kebijakan BPK sesuai dengan putusan sidang BPK dan/atau
rapat BPK kepada semua unsur Pelaksana BPK. Dari penjelasan tugas dari masing-
masing Biro jelas Biro Umum seharusnya hanya memberikan layanan atas
penyediaan sarana dan prasarana sedangkan Biro Sekretariat Pimpinan sebagai

satker penyelenggara kegiatan rapat pimpinan.

Gambar 1. 4 Belanja Bahan Rapat Pimpinan pada Biro Umum Tahun 2023

521211 Belanja Bahan 2,198,016,000 RM
(KPPN.182-Jakarta VIl )

- Belanja Bahan Rapat Pimpinan dan Instansi Terkait 1.0 Paket 2,198,016,000 2,198,016,000

Sumber: Petujuk Operasional Biro Umum Biro Umum BPK RI Tahun 2023

Gambar 1.4 merupakan gambaran alokasi belanja bahan dalam rangka rapat
pimpinan instansi terkait yang tercantum dalam Petunjuk Operasional Kegiatan
(POK) Biro Umum untuk pelaksanaan sepanjang periode tahun 2023 dengan nilai
belanja sebesar Rp2.198.016.000,00.

Gambar 1. 5 Belanja Bahan Rapat Pimpinan pada Biro Sekretariat Pimpinan

Tahun 2023
521211 Belanja Bahan 781,080,000 RM
(KPPN.182-Jakarta VII )
_ Menyelenggarakan Sidang dan Rapat BPK [48 Keg x 4800.0 OK 162.725) 781.080,000
100 Org] i i )
521211 Belanja Bahan 270,000,000 RM
(KPPN.182-Jakarta VIl )
Memantau Tindak Lanjut Hasil Sidang dan Rapat BPK
* H8Kegx750rg 3600.0 0K 75,000 270,000,000

Sumber: Petujuk Operasional Biro Sekretairat Pimpinan BPK RI Tahun 2023

Gambar 1.5 merupakan gambaran alokasi belanja bahan untuk kegiatan
penyelenggaran sidang dan rapat BPK serta memantau tindak lanjut hasil sidang

dan Rapat BPK yang tercantum dalam POK Biro Sekretariat Pimpinan pelaksanaan




sepanjang periode tahun 2023 dengan nilai belanja sebesar Rp1.051.080.000,00.
Dari gambar 1.4 dan gambar 1.5 dapat dilihat adanya kesamaan belanja bahan rapat
pimpinan yang dikelola oleh Biro Umum dan Biro Sekretariat Pimpinan. Hal ini
perlu diteliti terakit penggunaan belanja tersebut karena berpotensi terjadi
redundant dalam penganggaran dan pada akhirnya terjadi inefisiensi dalam

penyusunan anggaran.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini dilaksanakan
untuk menganalisis proses pelaksanaan penyusunan anggaran (Budgeting) pada
Biro Umum BPK RI dan kemudian merekomendasikan Model Pelaksanaan
Penyusunan Anggaran (Budgeting) yang tepat pada Biro Umum Badan Pemeriksa
Keuangan RI.

Setelah menguraikan latar belakang masalah sebelumnya, maka peneliti
memiliki ketertarikan untuk mengambil judul tesis “Pelaksanaan Penyusunan

Anggaran (Budgeting) pada Biro Umum Badan Pemeriksa Keuangan RI”

B. Identifikasi Masalah
Selanjutnya, berdasarkan uraian latar belakang di atas terhadap pelaksanaan
penyusunan anggaran (Budgeting) pada Biro Umum BPK RI, maka identifikasi

permasalahan yang didapat yaitu :

1. Penyusunan anggaran perjalanan dinas dan belanja bahan rapat Biro Umum
yang cukup besar berpotensi terjadi inefisiensi dalam penyusunan anggaran;

2. Alokasi Anggaran Biro Umum belum memenuhi target belanja Inisiatif
Strategis Smart dan Eco-Office sehingga berdampak kepada target pemenuhan
Inisiatif Stragetis Biro Umum tidak tercapai;

3. Terdapat pemblokiran anggaran saat awal penyusunan anggaran hal ini
mengakibatkan aktivitas belanja di tahun pelaksanaan menjadi terlambat
dilaksanakan atau tidak dapat dilakukan;

4. Terdapat kesamaan detail aktivitas dalam pengganggaran Biro Umum dengan
satuan kerja lainnya sehingga berpotensi terjadi inefisiensi dalam penyusunan

anggaran.
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C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka
dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa Pelaksanaan Penyusunan Anggaran (Budgeting) pada Biro Umum
Badan Pemeriksa Keuangan RI belum berjalan dengan baik?

2. Bagaimana Model Pelaksanaan Penyusunan Anggaran (Budgeting) yang tepat
pada Biro Umum Badan Pemeriksa Keuangan RI?

D. Tujuan Penelitian
Berlandaskan fenomena latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka
tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab Pelaksanaan Penyusunan Anggaran (Budgeting)
pada Biro Umum BPK RI yang masih belum berjalan dengan baik;

2. Menentukan model Pelaksanaan Penyusunan Anggaran (Budgeting) yang tepat
sebagai strategi memperbaiki Pelaksanaan Penyusunan Anggaran (Budgeting)
pada Biro Umum BPK RI .

E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini dilakukan atas maksud dapat memberikan manfaat berupa model
Pelaksanaan penyusunan anggaran (budgeting) yang tepat untuk memperbaiki
penganggaran (Budgeting) pada Biro Umum BPK RI. Selain itu penelitian ini dapat
digunakan juga:

1. Manfaat Akademis
Dengan merumuskan Strategi Penguatan Pelaksanaan Penyusunan Anggaran

(Budgeting) pada Biro Umum Badan Pemeriksa Keuangan RI, diharapkan dapat

memperkaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang pemahaman
pelaksanaan penyusunan anggaran (budgeting) serta diharapkan pula penelitian ini
dapat bermanfaat untuk menjadi bahan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis
Sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi Pimpinan, Pejabat dan Staf

penyusun anggaran dalam melakukan penganggaran pada Biro Umum Badan

Pemeriksa Keuangan RI.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penyusunan Anggaran (Budgeting) pada Biro Umum BPK RI yang
masih belum berjalan dengan baik hal ini disebabkan oleh faktor prosedur belum
dilakukan pembuatan rencana kegiatan berdasarkan skala prioritas, kelengkapan
dokumen penyusunan anggaran serta kurangnya penjelasan kegiatan yang
dituangkan dalam KAK dan RAB belum terkorelasi dengan baik. Selain itu
faktor sumber daya berupa anggaran belum sepenuhnya dapat mengakomodir
seluruh rencana kegiatan Biro Umum serta jumlah personil penyusun anggaran
di Biro Umum masih terbatas. Kemudian Faktor komitmen juga menjadi
penyebab hal ini dikarenakan keterlambatan dalam penyampaikan dokumen
penyusunan RKA serta Faktor komunikasi respond atas tindaklanjut perbaikan
dokumen belum berjalan dengan baik melalui aplikasi yang telah disedikan
maupun melalui telepon dan media sosial, serta informasi atas penyajian dalam
penyusunan KAK dan RAB serta dokumen pendukung lainnya belum
memberikan keyakinan peneliti dan pereviu dalam kesesuaian dokumen
penyusunan anggaran.

2. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan permasalahan dalam Pelaksanaan
Penyusunan Anggaran (Budgeting) pada Biro Umum Badan Pemeriksa
Keuangan RI. Kemudian untuk menjawab permasalah tersebut disusunlah suatu
meodel penyusunan anggaran dengan menambahkan tahapan persiapan
penyusunan RKA yang mana tahapan tersebut dilakukan dalam rangka
pembentukan tim penyusun anggaran agar dapat mempengaruhi tahapan
penyusunan anggaran meliputi Tahap Pra Penyusunan RKA, Tahap penyusunan
RKA Berdasarkan Pagu Anggaran, Tahap Penelitian dan Reviu RKA dan Tahap
Alokasi Anggaran yang sampai saat ini dijadikan pedoman dalam pelaksanaan

penyusunan anggaran. Dalam pelaksanaan penyusunan anggaran ini juga
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B.

diperlukan prosedur yang jelas, kemampuan dan jumlah SDM yang cukup,
komitmen serta komunikasi yang baik sehingga nantinya akan berdampak pada

peningkatan kualitas penyusunan anggaran pada Biro Umum.

Saran

Atas dasar hasil penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang

dihasilkan pada pelaksanaan penyusunan anggaran (Budgeting) pada Biro Umum

Ba

dan Pemeriksa Keuangan RI, maka peneliti memberikan saran serta masukan

sebagai berikut:

1.
a)

b)

Saran untuk Biro Umum

Biro Umum segera melakukan evalusasi atas pelaksanaan penyusunan
anggaran pada faktor prosedur dengan menyusun kegiatan dengan membuat
skala prioritas kebutuhan yang terdiri dari belanja barang operasional, barang
non operasional dan belanja modal, membuat cheklist kelengkapan dokumen
serta melakukan reviu dokumen KAK dan RAB. Kemudian pada faktor sumber
daya dengan penambahan jumlah personil penyusun anggaran dengan
melibatkan Kepala Biro Umum, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa,
Pengelola BMN, Pemeliharaan Gedung, Kendaraan dan BMN, Manager
Inisiatif Strategis dan Pejabat Penghubung Perencanaan dan Penganggaran
Biro Umum. Selanjutnya pada faktor komitmen agar pelaksanaan penyusunan
anggaran Biro Umum perlu dimasukkan ke dalam Sasaran Kerja Pegawai
(SKP) dan pada faktor komunikasi agar dilaksanakan Focus Group Discussion
(FGD) 4 (empat) pihak secara rutin antara Biro Umum, Biro Keuangan,
Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan
Keuangan Negara dan Inspektorat Utama.

Terkait ouput penelitian pelaksanaan penyusunan anggaran (Budgeting) pada
Biro Umum Badan Pemeriksa Keuangan RI dapat mengacu pada model yang
telah dikembangkan oleh peneliti. Hasil penelitian pelaksanaan penyusunan
anggaran harus melaksanakan model tersebut untuk meningkatkan kualitas
penyusunan anggaran melalui kebijakan pembentukan SK Tim penyusun

anggaran pada Biro Umum BPK RI.
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2. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

a) Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah luas penelitian dan waktu
penelitian sehingga akan diperoleh hasil penelitian yang lebih akurat. Selain
itu, penelitian selanjutnya disarankan mengambil sampel dokumen penyusunan
anggaran yang paling terkini karena peneliti saat ini masih menggunakan
sampel dokumen penyusunan anggaran tahun 2023.

b) Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan sumber data dari pengamatan
dilapangan/observasi dengan cara mengamati proses penyusunan anggaran (T-
1) agar data yang diperoleh banyak dan hasil penelitian dapat lebih akurat
karena peneliti saat ini hanya tidak melakukan observasi karena keterbatas

waktu penelitian.
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